
BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya fungsi Rumah Penyimpanan 

Benda Sitaan Negara kelas I kota gorontalo secara umum adalah mengenai  

keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut bagian pengamanan dan 

gedung penyimpanan benda sitaan, kesiapan rekruitmen personil pegawai 

yang masih terbatas dilihat dari sudut kualitas dan kuantitasnya, minimnya 

anggaran untuk Rupbasan dan ego sektoral antar instansi penegak hukum 

yang enggan menitipkan benda sitaan dan barang rampasan di Rupbasan 

dengan berbagai alasan yang mencederai pasal 44 ayat 1 KUHAP.Dalam hal 

ini Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dituntut untuk dapat 

selalu menemukan solusi untuk memperbaiki dan mengoptimalkan Rupbasan 

sesuai dengan fungsinya. 

2. Untuk mengatasi dan mengupayakan fungsi Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara Kelas I Gorontalo secara optimal, dalam hal anggaran, Kepala 

Rupbasan telah mengajukan permohonan dan konsultasi kepada Kepala 



Kantor Wilayah Hukum dan HAM untuk penambahan anggaran dan 

direncanakan akan direalisasikan pada pertengahan tahun 2015, yang kedua 

dalam permasalahan ego sekotal antar instansi penegak hukum, Kepala 

Rupbasan mengadakan sosialisasi rutin dengan Kepolisian dalam rangka 

memperkenalkan fungsi Rupbasan sesuai pasal 44 KUHAP, dan juga dalam 

menekankan betapa pentingnya fungsi Rupbasan dalam kelancaran proses 

hukum acara pidana maka permasalahan tentang rupbasan diangkat oleh 

Kepala Rupbasan untuk dimasukan di daftar pembahasan dalam rapat 

koordinasi antar penegak hukum yang disebut forum DILKUMJAKPOL 

(Pengadilan,Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Kepolisian) yang berfungsi 

sebagai MoU antar instansi penegak hukum dalam rangka mengharmoniskan, 

dan meningkatkan persamaan persepsi dan jugamenghilangkan paham ego 

sektoral dalam menjalankan tugas. 

2. Saran 

1. Dalam rangka untuk mengikis ego sektoral dan mengoptimalisasi fungsi 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rupbasan hendaknya 

melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengharmonisasi, 

sinkronisasi dan menselaraskan  ketatalaksanaan sistem peradilan pidana. 

Karena itu langkah-langkah yang tepat harus dilakukan untuk mengembalikan 

fungsi Rupbasan dan membuat instansi terkait harus menitipkan benda sitaan 



di Rupbasan. Karena itu hubungan antar lembaga harus saling mewujudkan 

keterpaduan dalam ketatalaksanaan system hukum. Melalui MoU dari Forum 

DILKUMJAKPOL ini merupakan awal untuk mengikis ego sektoral dan 

kurang kesepahamannya antara instansi penegak hukum, namun untuk 

mencapai maksud dan tujuan dari keputusan bersama Forum 

DILKUMJAKPOL ini, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kepala Kantor 

wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia gorontalo, Kepala 

Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo 

hendaknya bertanggung jawab secara institusional hingga pada tingkat jajaran 

dibawahnya untuk melaksanakan keputusan dari forum DILKUMJAKPOL 

ini., 

2. Mengingat pada pasal 6a dan pasal 7a pada Keputusan Bersama Forum 

DILKUMJAKPOL, menyebutkan dengan jelas bahwa pihak Kejaksaan dan 

Kepolisian wajib menitipkan barang sitaan dan rampasan di RUPBASAN. Ini 

merupakan kesempatan bagi Kepala RUPBASAN untuk mensosialisasikan 

keberadaan RUPBASAN sebagai instansi penting dibawah 

KEMENKUMHAM yang bertugas sebagai tempat pengelolaan dan 

penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Namun untuk 

mengoptimalisasikan Rupbasan tidak cukup hanya dengan 

memperkenalkannya melalui Forum DILKUMJAKPOL saja, tapi perlu 



adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukung di RUPBASAN untuk 

dapat menjalankan fungsinya sesuai undang-undang, maka dalam hal ini 

Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia harus lebih memperhatikan 

pembagian anggaraan untuk RUPBASAN agar instansi ini dpat berkembang 

dan dapat menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan dan 

sesuai dengan Keputusan bersama di Forum DILKUMJAKPOL. Dan 

seharusnya RUPBASAN harus profesional dalam menjalankan tugasnya 

sebagai satu-satunya instansi penyimpanan benda sitaan. 
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